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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BISMILLATIIRRAH MANIRRATIIM

DE1i[GAN RAII}IAT ALLAH YAITG MATIA KUASA

EUFATI PIDIE,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 2O2 aTrat

t3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah dan Batas jumlah pengajuan SPP-TU
harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tenta.ng
Penetapan Batas Jumlah Pembayaran Uang Persediaan,
Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Pembalraran
Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2O16;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tarlrbahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun t999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42561; 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4381;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
affi3);

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 56791;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45A21,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2A12 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL2 Nomor L7l, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53aO);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575); /
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sisterrr
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 138, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oLo Nomor 110, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155];

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2ao6 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AOZ tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7831;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
nepuutit< Indonesia Tahun 2aA Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

/
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Gmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2074 tentang Dana
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694;

2T.Peratttran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Perafuran Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2O1O tentang Pengadaan BaranglJasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2}lt tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2AL4 tentang
Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 680);

32. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie

ilembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);

33. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapata.t dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2OL6
(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor O8);

34. Peraturan Bupati Pidie Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie
Tahun Anggaran 2At6 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun
2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN
JT'I}ILAII PEMBAYARAil UANG PERSEDIAAIY, PEMBAYARAN
GAIITI UANG PERSEDIAAN DAIII PEMBAYARAIY TAIUBATIAIT

UANG PERSEDIAAN TAIIUN ANGGARAN 2OL6
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BAB I
KETEIITUAN I'MIIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.

3. Bupati adalah BuPati Pidie.
4. Anggaran PendaPatan dan

selanjutnya disingkat APBK
dan Belanja KabuPaten Pidie.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang
disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada
Daerah selaku pengguna anggaran /barang.

selanjutnya
Pemerintah

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat ppkD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

7. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara
Umum Daerah.

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan ,rgg.r.r, untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPK.

g. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi SKPK.

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan SKPD.

1 1. gen?ahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
adalah pejabai fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK'

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya
disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna

Anggaran.
13. Suiat Permintaan Pembayaran yallg selanjutnya disingkat

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang

bertanggungiawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara
Pengeluaran/eendahara Pengeluaran Pembantu untuk
mengajukan permintaan pembayaran'

14. Spp-Urng plrsediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP

adalah dokumen yang diqiukan oleh Bendahara
pengeluaranlBendahara Pengeluaran , Pembantu untuk
p.rriirrt""r, uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(reuotuing) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran .

i"'g"*tg' 
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Belanja Kabupaten Yang
adalah Anggaran PendaPatan
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15. SPP ganti uang persediaan ya4g selanjutnya disingkat sPP-
GU adalah dokumen yang diqiukan oleh Bendahara
PengeluaranlBendahara Pengeluaran Pembantu untuk
per*it taatt pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
spp-Tu adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
p.t*ittt*an tambahan uang persediaan guna melaksanakan
Legiatan SKpK yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan.

fZ. bpp hngsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah
dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
per*irrtaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas
d"**r kontrak kerja atau Surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntuk* 9*l
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
sp2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan
Surat Perintah MembaYar (SPM).

BAB II
SPP-UP

Pasal 2

(1) Dalam rangka pengisian kas masing-masing sKPK pada awal
Tahun Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dapat mengqiukan penerbitan sPP-uP
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
melalui PPK-SKPD masing-masing.

(2) SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan hanya
pada awal Tahun Anggaran.

(3) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
p"rrg"lr.ran belanja pegawai non gqii dan belanja barang dan
jasa.

(a) uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk membiayai' ' belanja yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan harus diajukan dengan SPP-LS.

(5) Penetapan batas jumlah sPP-uP yang dapat diberikan kepada
masing-masing pengguna anggaranlkuasa pengguna
anggarall sebagai berikut:

a. uP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran
belanja langsung pada jenis belanja 5.2.1 (belanja
pegawai), 5.2.2 (belanja barang dan jasa) yang tidak dapat
dilakukan dengan PembaYaran LS;

b. uP dapat diberikan setinggi-tingginya t /L2 (satu per dua
belas) dari anggaran belanja DPA SKPD menurut jenis
belanja yang dipat diberikan UP sebagaimana dimaksud,
pada huruf a; f
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c. Perubahan uP di luar ketentuan pada huruf b ditetapkan
oleh Bupati.

(6} Sisa dana UP di rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu harus disetor kembali ke rekening kas
umum daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember
2AL6.

BAB III
SPP-GU

Pasal 3

spp-Gu adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB TV
SPP.TU

Fasal 4

(1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
ptt*it t*"tt tambahan uang persediaan guna melaksanakan
kegiatan SKpK yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakan untuk pembayaran langsung dan ualr.g

persediaan.

{2) Batas jumlah pengqfuan SPP-TU harus mendapat' 'persetujuan tertulis dari PPKD dengan memperhatikan
rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(3) Syarat untuk mengqiukan Tambahan uang Persediaan (TU)

adalah sebagai berikut:

a. untuk memenuhi kebutuhan yang salgat mendesak/
tidak dapat ditunda;

b. digunakan paling lama 1 {satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan;

c. dalam hal dana tambahan uang persediaan tidak habis
digunakan dalam L {satu} bulan, maka sisa dana
tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara
Pengeluaran/bendahara pengeluaran Pembantu harus
disetor ke rekening Kas Umum Daerah;

d. ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf c

dikecualikan untuk:
1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

dan

2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang" 
telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar
kendali pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;

/
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e. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak dipenuhi, pada SKPK yang bersangkutan tidak
dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan
sepanjang sisa Tahun Anggaran 2016.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada ianggal : 6 .Januari 2A16 N!

25 Rabiut Awal L437 H

Diundangkan di
Pada tanggal

: Sigli
: 6 Jarruan 2A16 M

25 Rabiul Awal L437 H

ot BuPArr:Y
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NIP. 19641291 t99go2 I fi)s

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR O 1

M. Si
Pembina

NrP. 196412U-1


